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UMUM

Dalam rangka mewujudkan hasil guna dan daya guna dalam
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, jabatan struktural di
lingkungan instansi sipil dapat diisi oleh Anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah
dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, dalam
mencapai kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang optimal,
jabatan-jabatan struktural di instansi sipil tertentu dapat diduduki
oleh Angggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia tanpa dialihkan statusnya menjadi
Pegawai Negeri Sipil.

Untuk itu, dalam rangka menjamin keberlangsungan dan
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung serta
guna memberikan kejelasan status Anggota Tentara Nasional
Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
ditempatkan pada Mahkamah Agung perlu dilakukan
penyempurnaan kembali terhadap muatan materi Peraturan
Pemerintah ini khususnya Pasal 9.
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